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MOTTO

“Yang penting adalah apa yang dapat Kau pelajar:

setelah Kau tahu segalanya ... ...

John Wooden
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KATA PENGANTAR

Bismillaahir rahmaanir raahiim ... ...
Assalamu’alajkuﬁ Wr. Wbh.

Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin, dengan mengucapkan puji
syukur kepada Allah SWT dan junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW, karena atas kasih dan bimbinganNya sehingga Saya dapat
menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik dan
tepat waktu. Saya memberikan topik Pembebanan Hak Atas Harta Bersama
Tanpa Persetujuan -Istri Untuk Memperoleh Kredit, tujuannya sebagai
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan
masalah harta bersama dalam perkawinan yang dijadikan obyek jaminan.

Pada kesempatan yan;g berbahagia ini Saya ingin menyampaikan
rasa terima kasih Saya yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya
kepada Bapak dan Ibu Saya (Drs. H. Soeradi dan Hj. Rochmah), yang telah
membiayai kuliah Saya hingga selesai dan memberikan kasih dan
sayangnya serta perhatiannya yang begitu besar kepada Saya, semoga
Allah SWT senantiasa memberikan berkahNya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Saya banyak mendapat bimbingan
dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga

Saya dapat menyelesaikan skripsi ini, karena itu pula pada kesempatan
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yang berbahagia ini, Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Hj. Lilik Kamilah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang
dengan dengan kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing Saya
sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, “terima kasih banyak,
semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada Ibu, amin...”.

2. Bapak Dr. Afdol, S.H.M.Hum. Ibu Dra. Soendari Kabat,
S.H.,M.Hum., dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H.M.Hum., selaku
dosen penguji yang telah memberikan masukan yang bermanfaat
dalam penyempurnaan skripsi ini. “Semoga kebaikan Bapak dan Ibu
penguji dibalas oleh Allah SWT”.

3. Dosen Wali Saya, Bapak Urip Santoso, S.H., M.Hum., segenap Dosen
Pengajar dan civitas ]r;akultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, “semoga Allah SWT selalu memberikan pentunjukNya”.

4. Mbakku tercinta, Mianda Martantri yang selalu mendukung aku
dalam segala hal, suami Wahyu Agus Budi Leksono, keponakanku
M.Aufa Ghozy Adly Leksono, Masku Ogik Ayom Pambudi, “terima
kasih atas doa dan dukungannya”.

5. Mbahku (Alm) Harjodinomo, (Almh) Hj. Soedarmi, semua keluarga
besar di Banyuwangi, Pakde dan Bude, Om dan Tante, “Matur

Nuwun atas wejangan-wejangannya, semangat yang diberikan kepada Saya
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untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu serta kasih sayang dan
doa yang senantiasan diberikan kepada Saya layaknya putra sendiri”.

6. “Adik” yang sangat aku sayangi, “makasih atas dukungannya, semangat
yang sudah kau berikan padaku untuk menatap masa depan dengan langkah
pasti, saling menjaga tuk saling menyatukan, kehadiranmu membuat hidupku
menjadi sempurna, makasih Yank ... Aku Sayang Kamu”.

7. Sahabat SMU (Hero, Deni, Pras, Lia, Rita, Kirana, Adit, Uswatun),
“terima kasih banyak, semoga persahabatan kita sampai kakek dan nenek,
amin ...”.

8. Teman-teman warga LIMAS, My best friends: Yose, Harya, Wedha,
Yogie, Phirzada, Danief, Sinung, Putu Suta, Bang Hadi, Angga, Sigit,
Inggo, Zico, Yusuf, Purbo, Caesar, Haris, Didin, Herman, Yudhis,
Dimas, Rio, Agsa, Loekm, “HIDUP PEMAIN TIMNAS FH UNAIR
2005, Kompak Terus ya Friends ...”.

9. Teman-teman kerja di Milo dan teman-teman main di Perak, “terima
kasih atas dukungan dan doanya”.

10. Teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Extension angkatan 2001, “semoga kita semua menjadi orang vyang
berguna bagi nusa dan bangsa, amin ...”.

11. Semua pihak yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, Saya

ingin mengucapkan, “banyak terima kasih untuk semuanya, semoga Allah
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SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu Saya baik moril
maupun materiil dalam menyusun dan menulis skripsi ini”.

Saya menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini
masih jauh dari taraf kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang
bersifat membangun, sangat Saya harapkan guna perbaikan penulisan
dimasa yang akan datang. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah wawasan di bidang

Hukum.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 26 Desember 2005

Penulis,

-

Hendrawan Kusumoijati

NIM.030111219U
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BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Di dalam membina rumah tangga pasti diperlukan sejumlah harta
demi kelangsungannya penyelenggaraan rumah tangga. Mengenai harta
dalam perkawinan dibedakan antara harta bersama dan harta asal. Perihal
harta diatur dalam dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten-
tang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) menentukan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda
hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Memperhatikan ketentuan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 di atas dapat
diperoleh penjelasan bahwa UU No. 1 tahun 1974 tidak menganut
kebersamaan harta dalam arti dengan perkawinan terjadi suatu persatuan
harta, melainkan pemisahan harta. Pemisahan harta yang dimaksud
pemisahan antara harta asal dengan harta bersama.

Harta bersama maksudnya adalah harta yang diperoleh selama

perkawinan. sedangkan harta asal adalah harta yang diperoleh sebelum

perkawinan berlangsung kemudian dibawa ke dalam suatu perkawinan.

SURARBAY S
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Termasuk harta asal adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dari
hadiah atau wansan

Mengenai penguasaan harta dijelaskan lebih lanjut oleh pasal 36 UU
No. 1 Tahun 1974, yang menentukan:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak;

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.

Di atas telah disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karenanya jika
suami atau istri akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama
dalam perkawinan, maka harus mendapat persetujuan istri atau suaminya.
Demikian halnya dengan pen{bebanan hak atas tanah sebagai agunan atau
tanggungan kredit di bank. Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU No. 10
Tahun 1998) mengartikan kredit ialah: “Penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga”.
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Pembebanan hak atas tanah beserta barang-barang yang ada di
atasnya dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah tersebut untuk
dibebani hak tanggungan. Sertipikat tanah tidak mungkin dibuat dua nama
sekaligus, melainkan cukup satu nama yaitu nama suaminya atau nama
istrinya, demikian halnya dengan sertipikat hak tanggungan juga satu nama
yang tercantum dalam sertipikat hak tanggungan.

Pembebanan hak tanggungan atas tanah merupakan harta bersama
dalam perkawinan kemungkinan menimbulkan suatu permasalahan ketika
kredit macet dan hak atas tanah ketika akan disita ternyata masih ditempati
istrinya (suami istri telah cerai), namun pembebanannya ketika suami dan
istri belum cerai.

Berdasarkan latar bélakang uraian tersebut di atas, maka
permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri tentang Pembebanan
Hak Atas Harta Bersama yang dipakai sebagai jaminan kredit ?

2. Upaya hukum apakah yang harus ditempuh oleh istri dalam
menyelamatkan harta bersama yang digunakan sebagai jaminan kredit

tersebut ?
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2. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi berjudul “PEMBEBANAN HAK ATAS HARTA BERSAMA
TANPA PERSETUJUAN ISTRI UNTUK MEMPEROLEH KREDIT”, dipilih
dengan alasan:

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan,
dan jika tidak dijanjikan, maka masing-masing pihak mempunyai hak yang
sama, oleh karena itu jika akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta
tersebut harus dengan persetujuan pihak suami atau istri.

Mengenai harta bersama khususnya berbentuk hak atas tanah, sulit
untuk diprediksikan, karena sertipikat hak atas tanah hanya tercantum satu
nama. Dengan demikian jika bank membebani hak atas tanah harus tetap
hati-hati dengan berpedoman ﬁada prinsip kehati-hatian.

Bank membebani hak atas tanah ternyata tanpa konfirmasi dengan
istri selaku/sebagai debitur sehingga ketika akan dilakukan lelang karena
debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya terjadi kendala karena istri
debitur tidak merasa menyetujui harta bersama tersebut dijadikan sebagai

agunan.
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3. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab
suami terhadap istri atas Hak Atas Harta Bersama yang dijadikan
sebagai jaminan kredit.

b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh istri
dalam menyelamatkan harta bersama yang digunakan sebagai
jaminan kredit tersebut.

2) Manfaat Penelitian-

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan
dengan masalah harta ‘bersama dalam perkawinan yang dijadikan
obyek jaminan.

b. Dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bagi diri penulis dari
yang selama ini diperoleh secara teoritis melalui perkuliahan ke dalam

pemaparan praktek.
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4. Metode Penulisan
a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara statute approach dan
conseptual approach. Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan
yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan
secara conseptual approach yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas
pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung.
b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
dalam hal ini peraturan perimdang—undangan, yaitu Burgerlijke Wetboek,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan dan Kompilasi Hukum Islam.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum formil dan dapat membantu menganalisis serta

memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
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c. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ditempuh dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

Langkah pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi
kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang
terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan
hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan
sistematisasi agar lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan berikutnya dilakukan dengan menggunakan
penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan
hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan dan literatur, };ang kemudian diimplementasikan pada
permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari
permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan
penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan
pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan
lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-
pasal dari undang-undang lain, serta penafsiran otentik yaitu penafsiran
yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan itu sendiri.
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5. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan gambaran umum permasalahan
yang diletakkan pada Latar Belakang Masalah, sedangkan permasalahannya
diletakkan pada Rumusan Masalah, disusul dengan Alasan Pemilihan Judul.
Tujuan Penulisan disajikan untuk mengetahui apa yang hendak dicapai da-
lam penulisan skripsi ini. Metode Penulisan disajikan untuk memberikan
arah penelitian dengan harapan agar sesuai dengan penulisan sebuah karya
ilmiah sebagaimana umumnya, sedangkan Pertanggungjawaban Sistematika
berisikan kerangka skripsi yang disusun mulai dari awal sampai akhir.

Bab II, Tanggung jawab suami terhadap istri atas pengalihan hak harta
bersama sebagai jaminan kredit. Bab ini dibahas untuk menjawab
permasalahan bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri tentang Hak
Atas Harta Bersama yang dipakai sebagai jaminan kredit. Sub babnya terdiri
atas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hak atas
harta perkawinan dan jaminan pemberian kredit.

Bab III, Upaya hukum untuk menyelamatkan harta bersama yang
digunakan sebagai jaminan kredit. Bab ini disajikan untuk menjawab
permasalahan upaya hukum. Sub babnya terdiri atas akibat hukum

pengikatan kredit atas harta bersama dan penyelesaiannya.
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Bab IV, Penutup. Bab ini disajikan untuk mengakhiri seluruh uraian
dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas

masalah dan Saran sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak.
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BABII

TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP
ISTRITENTANG PEMBEBANAN HAK
ATAS HARTA BERSAMA YANG DIPAKAI
SEBAGAI JAMINAN KREDIT
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BABII
TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI TENTANG
PEMBEBANAN HAK ATAS HARTA BERSAMA YANG DIPAKAI

SEBAGAI JAMINAN KREDIT

1. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Sebelum membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan,
maka terlebih dahulu membahas mengenai harta kekayaan dan fungsi harta
kekayaan dalam keluarga atau rumah tangga. Harta kekayaan menurut pasal
1 huruf f KHI menentukan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah
adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri
selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Dengan
demikian harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh
secara bersama-sama dalam perkawinan dengan tidak membedakan siapa
yang memperolehnya dan terdaftar atas nama siapa. Jika harta kekayaan
tersebut diperoleh dari hasil kerja suami, adalah tidak lepas dari kewajiban
suami untuk memberikan segala keperluan hidup istrinya, sejalan dengan
ketentuan pasal 80 ayat (2) KHI, yang menentukan bahwa “suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
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Perkawinan yang dimaksud adalah sebagaimana pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian yang diikat dalam suatu
perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk
membentuk rumah tangga atau keluarga yang sejahtera berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita tersebut
harus berlandaskan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan
dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai
dengan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu;
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan demikian yang menentukan sahnya suatu perkawinan adalah
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini dipertegas oleh
penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa:

“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan
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kepercayaannya. Mengenai pencatatan perkawinan menurut penjelasan
umum atas UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa: “...dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Perkataan “harus dicatatkan”
mengandung arti bahwa perkawinan dinyatakan sah selain didasarkan pada
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, juga harus
dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta kekayaan dalam perkawinan tersebut pada umumnya
mempunyai dua fungsi, yang menurut Afdol disebutkan sebagai berikut:

... untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, dan untuk menjalin

hubungan persaudaraan di antara sesama manusia. Bagi yang

menerima limpahan harta kekayaan ada kewajiban memberi sebagian

kepada orang lain terutama kepada mereka yang sangat

membutuhkannya. Di samping kewajiban tersebut ada pula ajaran

untuk saling memberikan hadiah, walaupun mereka tidak dalam

keadaan membutuhkan.!

Di atas telah disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan
tidak dipersoalkan siapa yang memperoleh dan atas nama siapa, namun di
dalam kaitannya dengan harta kekayaan perkawinan tersebut dibedakan

antara harta asal dengan harta bersama. Hal ini nampak dalam Pasal 35 UU

No. 1 Tahun 1974 menentukan:

LAfdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, 2003, h. 1.
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1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda
hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal di atas sesuai pula dengan ketentuan pasal 85 KHI yang menentukan
bahwa: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Jadi harta
kekayaan perkawinan dibedakan antara harta bersama dan harta asal. Harta
bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan
tidak termasuk harta bersama adalah harta yang diperoleh sebelum
perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan atau harta yang diperoleh
selama perkawinan dari hibah atau wasiat atau warisan.

Hal di atas menunjukkan bahwa di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak
mengenai adanya percampuran harta. Hal ini dipertegas pula oleh ketentuan
pasal 86 KHI menentukan:

(1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta
istri karena perkawinan;

(2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh olehnya.

Oleh karena mengenal pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, maka

masing-masing pihak mempunyai hak baik atas harta kekayaan perkawinan

maupun harta pribadi rhasing-masing.
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Mengenai penguasaan harta dijelaskan lebih lanjut oleh pasal 36 UU
No. 1 Tahun 1974, yang menentukan:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak;

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
harta bendanya.

Ketentuan di atas dipertegas oleh ketentuan pasal 87 KHI menentukan:

(1) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

(2) suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,
sodaqoh atau lainnya.

Sebagai harta bersama, maka masing-masing suami atau istri dapat bertindak
atas harta tersebut dengan ketentuan harus dengan persetujuan kedua belah
pihak. Apabila suami akan menggunakan harta kekayaan perkawinan
tersebut maka harus dengan persetujuan istri. Hal ini sesuai dengan pasal 92
KHI menentukan: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Sedangkan harta asal, dibawah penguasaan masing-masing pihak,
maksudnya jika menggunakan harta tersebut tidak harus dengan persetujuan

kedua belah pihak, kecuali ditentukan lain, maksudnya dibuat lain dalam

suatu perjanjian kawin.
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Perihal perjanjian kawin adalah sebagaimana dimaksud oleh keten-
uan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan;

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai perjanjian kawin, Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan:
“Maksud pembuatan perjanjian kawin ini adalah untuk mengadakan
penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan
bersama”.2 Hal ini berarti perjanjian kawin ada kaitannya dengan hal untuk
mengatur harta perkawinan yang menyangkut pemisahan harta atau
penyatuan bulat harta perkawinan. Oleh karena itu dalam perjanjian kawin
ini yang diatur meliputi:
(1) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada
salah satu pihak dari pihak yang lain;
(2) kedua belah pihak masing-masing membawa masukkan (aanbrengst)
yang cukup besar;

(3) masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata
salah satu jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;

*Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di
Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, h. 58.
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(4) atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing
akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.?

Dengan demikian selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian kawin,
maka UU No. 1 Tahun 1974 membedakan antara harta asal dan harta
bersama. Harta asal yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan
berlangsung dan dibawa ke dalam perkawinan termasuk pula harta yang
diperoleh selama perkawinan dari hibah maupun warisan, sedangkan harta
bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
Mengenai bagaimana akibatnya terhadap harta bersama tersebut jika
perkawinan berakhir karena perceraian, UU No. 1 Tahun 1974 maupun PP
No. 9 Tahun 1975 tidak mengaturnya.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974
menentukan:
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perka-
winan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Un-
dang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perka-
winan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonanntie Christen Indonesiers S. 1933
No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling of de gemengde
Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan perundang-undangan lain

yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-
undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ibid.
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Apabila memperhatikan uraian pada pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dapat
dijelaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 termasuk undang-undang yang
bersifat khusus. Oleh karenanya jika UU No. 1 Tahun 1974 tidak
mengaturnya, maka yang digunakan adalah aturan-aturan yang bersifat
umum yang diatur dalam Buku I Burgerlijk Wetboek (B.W) tentang Orang
masih berlaku.

Kaitannya dengan penguasaan harta bersama dalam perkawinan jika
putus karena perceraian, maka ketentuannya akan diatur oleh hukum
masing-masing pihak. Hal ini tertuang dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974,
yang menentukan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Mengenai hukum
masing-masing yang mengat{lr mengenai pemisahan harta perkawinan
tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Untuk itu digunakan
aturan-aturan yang bersifat umum yang mengatur masalah harta bersama
setelah perkawinan berakhir karena perceraian, dalam hal ini Kompilasi
Hukum Islam.

Di dalam pasal 97 KHI menentukan bahwa “janda atau duda cerai
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Hal ini berarti bahwa selama

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta benda yang
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diperoleh selama perkawinan jika perkawinannya berakhir dibagi menjadi
dua bagian yaitu masing-masing setengah bagian. Jadi sejak perkéwinan
bubar karena perceraian, maka terjadi pemisahan harta bersama. Harta
peninggalan dipisah menjadi dua bagian yaitu separo merupakan bagian dari
janda atau duda dan sebagian lagi merupakan bagian yang meninggal dunia
yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa dengan dibubarkannya
perkawinan, karena cerai hidup. Dengan bubarnya perkawinan tersebut,
maka harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut dengan
harta bersama dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing memperoleh
pembagian yang sama dengan tidak membedakan apakah harta bersama
tersebut dihasilkan oleh suami atau istrinya dalam bekerja.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa harta dalam
perkawinan dibedakan antara harta asal dan harta bersama. Harta asal
adalah harta yang diperoleh salah satu pihak yang dibawa ke dalam suatu
perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan dari hibah atau
warisan. Bagi harta asal jika melakukan perbuatan hukum tidak periu
meminta persetujuan dari suami atau istrinya. Hal ini menjadi berlainan yang

digunakan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta

Skripsi Pembebanan hak atas harta ... Hendrawan Kusumojati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

19

bersama, karena jika suami atau istri akan menggunakan harta tersebut harus

dengan persetujuan pihak lain dalam hal ini suami atau istri.

2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, yaitu barang milik
dalam hal ini hak atas tanah milik debitur yang diikat sebagai jaminan, yang
oleh bank digunakan sebagai pelunasan melalui menjual lelang jika debitur
tidak mampu mengembalikan pinjaman.# Dengan demikian pembebanan hak
tanggungan berupa hak atas tanah tidak lepas adanya suatu perjanjian pin:
jam meminjam yang dikenal dengan perjanjian kredit dengan mengikat ba-
rang jaminan berupa barang-barang tidak bergerak melalui pembebanan hak
tanggungan. Kredit menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 ialah
“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berda-
sarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pembebanan hak tanggungan bunga”.

Di dalam perjanjian pembebanan hak tanggungan “mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu”, yang

berarti terdapat tenggang waktu antara pencairan kredit dengan saat

“Hartono Hadisoeprapto, Loc. Cit.
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pengembalian kredit. Dengan adanya tenggang waktu inilah kreditur
menanggung risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengemba-
likan pinjamannya, untuk itu bank sebelum memberikan kredit, harus
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam
mengembalikan pinjamannya, sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU No. 10
Tahun 1998 beserta penjelasannya, yang menentukan:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari-

ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah

debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut:
“Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank
harus melakukan penilaian yaﬁg seksama terhadap watak, kemampuan, mo-
dal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur”. Kelima hal yang dini-
lai oleh bank sebelum memberikan kreditnya lebih dikenal dengan sebutan 5
C’s, yaitu character, chapacity, capital, collateral dan condition.

Character maksudnya watak atau kepribadian yang berhubungan

dengan moral dan kejujuran calon nasabah. Capacity maksudnya kemampu-
an, kesanggupan calon nasabah dalam mengembangkan atau mengendali-

kan usaha serta kesanggupan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

Capital atau modal atau kekayaan calon nasabah yang telah tersedia dan
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perlu ditambah modalnya, collateral maksudnya jaminan atau agunan, se-
dang condition mksudnya kondisi ekonomi perusahaan untuk prospek ke
depannya. Hal ini berarti bahwa collateral atau agunan merupakan salah satu
aspek yang harus dinilai oleh kreditur dalam upayanya untuk memperoleh
kepastian atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mengembalikan
pinjamannya.’

Perihal jaminan atau agunan, dapat dibedakan antara:
a. Jaminan barang (benda) atau jaminan zakelijk.
b. Jaminan orang atau jaminan persoonlijk.6

Jaminan benda ialah “jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu
benda yang mempunyai ciri-ciri: Mempunyai hubungan langsung atas benda
tertentu dari debitur, dapat dipértahankan terhadap siapapun, selalu meng-
ikuti bendanya (droit de suite) dan dapat diperalihkan”.” Benda yang diikat

sebagai jaminan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

*Edy Putra The Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty,
Yogyakarta, 1996, h. 12-15.

S Chalik dan Marhainis Abdulbay, Beberapa Segi Hukum Di Bidang
Perkreditan, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN
Veteran, Jakarta, 1982, h. 67.

7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Po-kok-
pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, h.
47.
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Benda tidak bergerak berupa hak atas tanah, pembebanannya melalui
lembaga -hak tanggungan adalah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4
Tahun 1996.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak
tanggungan adalah hak berupa barang-barang milik debitur yang diserahkan
kepada kreditur sebagai penambah keyakinan atas kemampuan debitur da-
lam mengembalikan pinjamannya. Meskipun menyerahkan barang agunan
bukan merupakan suatu hal yang mutlak, karena yang dinilai oleh kreditur
tidak hanya barang agunan melainkan watak, modal, kemampuan usaha dan
prospek usaha debitur, namun dengan mengikat barang sebagai agunan akan -
menambah kepastian debitur dalam mengembalikan kreditnya ketika batas
waktu tertentu telah terlafnpaui dan debitur tetap tidak mampu
mengembealikan kreditnya.

Pembebanan hak tanggungan merupakan proses dari pengikatan hak
atas tanah sebagai agunan. Dengan demikian apabila agunan yang diterima
oleh bank telah diikat secara sempurna sesuai Undang-undang Hak
Tanggungan tersebut, bank mempunyai kedudukan yang diutamakan
dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hal ini berarti bahwa prosedur
pembebanan hak tanggungan merupakan proses yang harus dilalui dalam

pengikatan hak atas tanah sebagai agunan.

Skripsi Pembebanan hak atas harta ... Hendrawan Kusumojati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

23

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996,
bahwa hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu. Mengenai hak atas tanah yang bagaimanakah
yang dapat digunakan sebagai agunan, menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 4
Tahun 1996 menentukan bahwa: “Hak atas tanah yang dapat dibebani hak
tanggungan adalah: a. Hak milik, b. Hak guna Usaha, dan 3. Hak Guna
Bangunan”. Hak-hak tersebut menurut penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 4
Tahun 1996 dijelaskan bahwa ada dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang
dapat dijadikan obyek hak tanggungan, yaitu:

a. hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam
daftar umum, dalam hal ini Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan
dengan kedudukan diutamakan (preferen) yang diberikan kepada
kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya. Untuk
itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku
tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap
orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan

b. hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan,
sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar
utang yang dijamin pelunasannya.

Dengan demikian hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan kre-
dit adalah hak atas tanah yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan, dan
hak atas tanah tersebut harus dapat dipindahtangankan, sehingga memudah-

kan apabila diperlukan untuk merealisasi pembayaran utang yang dijamin
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pelunasannya.

Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dilalui dalam dua ta-
hap, menurut Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1996 angka 7 dijelaskan
sebagai berikut:

a. tahap Pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya Akta Pembe-
rian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selan-
jutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang pi-
utang yang dijamin;

b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan
saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Pembebanan hak tanggungan diawali dengan tata cara pemberian hak
tanggungan, di mana pembebanan hak tanggungan didahului dengan janji
untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya
yang menimbulkan utang tersebut. Sesuai dengan sifat accesoir yaitu sebagai
perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, dimana pemberian hak
tanggungan haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu
perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin
pelunasannya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996). Oleh karena sifatnya

hanya perjanjian tambahan saja, maka keberadaannya didasarkan pada

perjanjian pokoknya.
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Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pem-
berian hak tanggungan (APHT) oleh dan di hadapan PPAT sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 ayat (2) UU No. 4
Tahun 1996 jo pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Di
dalam APHT sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 4 Tahun
1996 wajib dicantumkan:

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;

b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia,
baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di
Indonesia; -

c. penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;

d. nilai tanggungan;

e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Oleh karena merupakan suatu kewajiban, maka tidak dicantumkannya seca-
ra lengkap hal-hal yang disebut di atas dalam akta pemberian hak
tanggungan, mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum
artinya perjanjian pemberian hak tanggungan dianggap tidak pernah ada
atau hak atas tanah tidak pernah diikat sebagai hak tanggungan. Hal ini
dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialis yang maksudnya hanya khusus
yang diberlakukan pada Hak Tanggungan, baik mengenai, obyek maupun
utang yang dijamin yang dituangkan dalam APHT.

- Akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT tersebut wajib didaftar-
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kan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU
No.4 tahqn 1996, yang menentukan bahwa:”Pemberian hak tanggungan
wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. Akta pemberian hak
tanggungan yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT beserta warkah-warkah
lainnya dikirim ke Kantor Pertanahan setempat untuk didaftarkan (sesuai
pasal 13 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan, PPAT wajib
mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan
warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran hak
tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor
Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan
mencatatnya dalam buku hak atas tanah yang menjadi obyek Hak
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah
yang bersangkutan, (Pasal 13 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996). Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian hak tanggungan secara yuridis terjadi dan
mempunyai kekuatan eksekutorial ketika telah dibuatkan sertifikat hak
tanggungan oleh Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan yang menerima permohonan pendaftaran hak
tanggungan akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti

adanya hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) UU No. 4
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Tahun 1996 bahwa sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor
Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada sertifikat hak tanggungan yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan di dalamnya memuat irah-irah kalimat
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996, bahwa “sertifikat hak
Tanggungan ... memuat irah-irah dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga sertifikat hak tanggungan dapat
digunakan sebagai dasar untuk eksekusi hak tanggungan, karena
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan, sesuai
dengan pasal 14 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996, bahwa “sertitikat Hak Tang-
gungan ... mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse akta hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah.
Mengenai yang berhak untuk membebankan hak tanggungan, berda-
sarkan penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1996 angka 7 jo penjelasan atas
pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 yaitu wajib dilakukan sendiri oleh
pemberi hak tanggungan, dalam hal ini pemilik hak atas tanah, mengingat

“pada asasnya tindakan hukum harus dilakukan oleh yang berkepentingan

Skripsi Pembebanan hak atas harta ... Hendrawan Kusumojati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

28

sendiri”.* Namun hal ini tidaklah mutlak, karena undang-undang masih
memberikan kemungkinan, yaitu selain pemilik obyek hak tanggungan yang
dapat mengikatkan hak tanggungan tersebut, orang lain diperkenankan
dengan ketentuan jika memang benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal
pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, diperkenankan
penggunaan SKMHT.

Pembebanan hak tanggungan dapat dibuat dengan SKMHT, dengan
ketentuan wajib dibuat dengan akta Notaris atau Akta PPAT, sesuai dengan
Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1996, dengan ketentuan masa berlaku
SKMHT 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan dalam
pasal 15 ayat (4) untuk hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti
dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sesudah diberikan. Ketentuan mengenai jangka waktu SKMHT
untuk dilanjutkan dengan pembuatan APHT tidak berlaku dalam hal
SKMHT yang diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT

81 Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan,
(selanjutnya disingkat J. Satrio 2), Buku 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 34.
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untuk menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu, seperti Kredit Program,
Kredit kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit lain yang sejenis.

Sehubungan dengan ditentukannya batasan jangka waktu tersebut
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, selain itu juga lebih mudahnya serta adanya kepastian pe-
laksanaan eksekusi, jika dalam pelaksanaannya debitur ingkar janji atau
wanprestasi. Jadi pembatasan jangka waktu tersebut merupakan pembedaan
antara hipotek dengan Hak Tanggungan. Hal ini merupakan suatu wujud
penyempurnaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Hak
Tanggungan, karena dengan adanya batasan waktu tersebut terdapat
kepastian penetapan suatu batas waktu maksimum pengajuan pendaftaran
Hak Tanggungan oleh Pejabat i’embuat Akta Tanah serta pemberian tanggal
buku tanah hak tanggungan dari Kantor Pertanahan, namun demikian untuk
hal-hal tertentu pembatasan jangka waktu berlakunya Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan dapat lebih lama bahkan dapat tidak
berlaku. Jadi pembatasan waktu SKMHT sebagaimana tersebut di atas
dimaksudkan untuk menunjang kekuatan dari Hak Tanggungan, sehingga
dapat dengan mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur
cidera janji atau wanprestasi.

Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemberian
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hak tanggungan agar secara yuridis sah, maka harus ditempuh beberapa
tahapan, yaitu:

1) adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian
pokok.

2) pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT, yang
berisikan identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan,
domisili, nilai tanggungan dan uraian secara jelas mengenai obyek
hak tanggungan;

3) Warkah-warkah tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor
Pertanahan daerah hukum setempat.

Oleh Kantor Pertanahan akan diterbitkan sertifikat hak tanggungan, yang
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena di dalam sertifikat hak tang-
gungan terdapat irah-irah kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

Kreditur yang mengikat barang sebagai agunan memperoleh pelunas-
an didahulukan di antara kreditur lainnya disebut sebagai kreditur preferen.
Menurut kamus hukum hak preferen adalah “hak didahulukan bagi kreditur
untuk mendapatkan pembayaran kembali pinjaman dari debiturnya yang
mengalami bangkrut”.® Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan kreditur

preferen diartikan sebagai berikut: “Kreditur pemegang hak yang

pemenuhan piutangnya didahulukan (voorrang) daripada piutang-piutang

’Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 1996, h. 216.
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4

yang lain, mereka mempunyai hak preferensi”.’0 Sedangkan J. Satrio
mengartikan kreditur preferen adalah “kreditur yang didahulukan dalam
mengambil pelunasan atas hasil eksekusi harta benda debitur atau pemberi
jaminan” 11

Apabila yang dijadikan obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah,
tentunya hak atas tanah tersebut telah bersertipikat. Jika hanya didasarkan
nama yang ada dalam sertipikat, maka tidak mungkin sertipikat tercantum
dua nama, sehingga jika bank tersebut hanya berdasarkan nama yang ada
dalam sertipikat, maka tidak perlu memperoleh persetujuan dari suami atau
istrinya. Hal itu tidak menjadi suatu permasalahan jika hak atas tanah
tersebut merupakan harta asal yang dibawa ke dalam suatu perkawinan.
Baru menjadi suatu permasaiahan jika ternyata hak atas tanah tersebut
merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung

bukan dari hadiah atau warisan.

' Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit,, h. 74.

'1'J. Satrio 2, Op. Cit., h. 55.
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BAB II1
UPAYA HUKUM UNTUK MENYELAMATKAN HARTA BERSAMA

YANG DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT

1. Akibat Hukum Pembebanan Harta Bersama Tanpa Persetujuan
Suami/lstri

Setyawan anak hasil perkawinan antara Setyawati dengan
Burhanuddin. Pada tahun 2003 perkawinan antara Setyawati dengan
Burhanuddin berakhir karena perceraian. Setyawan tinggal bersama dengan
Setyawati menempati rumah di Bandung yang merupakan hasil dari
perkawinan antara Setyawan dengan Burhannudin, sedangkan Burhanuddin
sendiri tinggal di Jakarta.

Selama perceraian tersebut Setyawan dan ibunya Setyawati
menghidupi dirinya sendiri, karena Burhanuddin ayahnya tidak lagi
memberikan biaya kuliah Setyawan. Dalam kondisi yang serba pas-pasan
Setyawan dan Setyawati dikejutkan atas datangnya utusan dari bank dan
saat itu mengatakan bahwa rumah kami akan disita karena kami sudah
sangat lama menunggak. Setelah ditelusuri ternyata pada tahun 2000
Burhanuddin telah meminjam uang kepada bank sebesar Rp 20.000.000,00-
(dua puluh juta rupiah). Pada saat itu yang dijadikan jaminan utang adalah
sertifikat rumah yang selama ini ditempati Setyawan beserta Setyawati

32
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sertifikat rumah yang selama ini ditempati Setyawan beserta Setyawati
ibunya. Pada saat itu juga Setyawati mengatakan keberatan jika rumah
tersebut disita, karena peminjaman tersebut sebenarnya tanpa sepengetahuan
Setyawati sebagai istri yang sah padahal rumah yang dijadikan jaminan
tersebut adalah dibeli ketika perkawinan berlangsung, bukan diperoleh dari
hibah atau warisan dari orang tua Burhanuddin mantan suaminya, sehingga
Setyawati tidak bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.
Setyawati mengatakan bahwa bersedia untuk melakukan musyawarah
dengan pihak bank (membayar hutang secara mencicil) asalkan rumah tidak
disita, karena bagaimanapun juga sebagai istri yang sah memiliki hak atas
setengah dari harga rumah tersebut (harta gono-gini).

Apabila memperhatikalll kasus di atas terdapat dua pihak yang
berkepentingan atas rumah yang selama ini didiami oleh Setyawati beserta
Setyawan anaknya, yaitu Setyawati sebagai mantan istri atas bagian harta
gono gini yang belum dibagi, dan bank sebagai pemegang hak tanggungan
atas rumah beserta tanah yang didiami oleh Setyawati dan Setyawan.

Apabila ditinjau dari ketentuan pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974
jo pasal 86 dan 87 KHI di dalam perkawinan tidak terjadi suatu percampuran
harta kecuali diperjanjikan sebagaimana pasal 29 UU 1 Tahun 1974 jo pasal 87

ayat (1) KHI. Perkawinan antara Setyawati dengan Burhanuddin tidak
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harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta yang dibawah ke
dalam suatu perkawinan termasuk hibah atau wasiat meskipun diperoleh
setelah perkawinan berlangsung.

Rumah berserta tanah di mana bangunan rumah tersebut berdiri
merupakan harta bersama Setyawati dengan Burhanuddin, sehingga jika
akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut harus
dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai pula dengan ketentuan pasal
92 KHI yang menentukan bahwa “suami atau istri tanpa persetujuan pihak
lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Burhanuddin melakukan perbuatan hukum atas tanah beserta
bangunan yang berdiri di atasnya yaitu digunakan sebagai agunan kredit
pada bank untuk pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Setyawati sebagai istrinya yang
juga mempunyai hak atas sebagian harta bersama tersebut. Tindakan yang
demikian adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) jo pasal 95
KHI.

Bank selaku kreditur membebani tanah beserta bangunan yang berdiri
di atasnya sebagai agunan kredit. Pembebanannya telah dilakukan sesuai
dengan prosedur yang benar yaitu dibuatkan akta pembebanan hak

tanggungan yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
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dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional
untuk mendapatkan sertipikat hak tanggungan.

Dengan didaftarkannya barang-barang yang berupa hak atas tanah
beserta bangunan yang berdiri di atasnya, maka bank bertindak sebagai
kreditur preferen, yaitu kreditur yang pelunasannya memperoleh hak untuk
didahulukan terhadap tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di
atasnya.

Pembebanan rumah beserta tanah sebagai agunan kredit diawali
dengan perjanjian pemberian kredit. Di dalam perjanjian pemberian kredit,
pihak yang menyerahkan barang sebagai agunan disyaratkan sebagai
pemilik dari obyek bangunan beserta tanah tersebut. Jika demikian
seharusnya Buhanuddin tidak mempunyai hak untuk mengikatkan tanah
beserta bangunan sebagai jaminan kredit. Hal ini berarti bahwa apabila
ditinjau dari segi pembebanan hak atas tanah beserta bangunan yang ada di
atasnya adalah cacat hukum, karena yang dibebani hak tanggungan adalah
harta kekayaan perkawinan yang pembebanannya tidak dimintakan
persetujuan dari istrinya,] namun karena pembebanannya telah dilakukan
sesuai dengan prosedur yang benar, maka pembebanan tersebut adalah sah,
akibatnya bank mempunyai hak preferen atas barang yang digunakan

sebagai agunan dalam pelunasan piutangnya di antara kreditur lainnya.
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2. Upaya Hukum Istri Atas Harta Kekayaan Perkawinan yang Digunakan
Sebagai Jaminan Kredit

Terhadap rencana penyitaan hak atas tanah beserta bangunan yang
berdiri di atasnya oleh pihak bank karena Buhanuddin tidak mampu
membayar kreditnya, jika Setyawati merasa keberatan karena merupakan
harta bersama yang pembebanannya sebagai agunan tidak terlebih dahulu
meminta persetujuannya, maka langkah yang ditempuh oleh Setyawati yaitu
mengajukan permohonan pembatalan pembebanan hak tanggungan atau
menggugat Burhanuddin ke Pengadilan Neéeri untuk menyelesaikan
masalah harta kekayaan perkawinan tersebut.

Gugatan pembatalan pembebanan hak tanggungan didasarkan atas
tidak dipenuhinya syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320
angka 1 B.W. yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.
Sebagaimana diketahui bahwa hubungan hukum antara nasabah penerima
kredit dengan bank selaku pemberi kredit didasarkan atas perjanjian
sebagamana pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998. oleh karena didasarkan
atas suatu perjanjian, maka dalam pembebanannya harus dibuat memenuhi

syarat sanya perjanjian sebagaimana pasal 1320 B.W.

Skripsi Pembebanan hak atas harta ... Hendrawan Kusumojati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

37

Syarat pertama yaitu sepakat mereka yang membuat suatu
perikatan. Hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atas tanah
merupakan harta kekayaan perkawinan sebagaimana pasal 35 ayat (1) jo
pasal 85 KHI, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
Selanjutnya pasal 86 ayat (1) KHI menentukan bahwa “pada dasarnya tidak
ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.
Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta
bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak. Selanjutnya pasal 92 KHI menentukan bahwa suami atau istri tanpa
persetujuan pihak lain tidak di}")erbolehkan menjual atau memindahkan harta
bersama. Oleh karena pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta
bangunannya tersebut tanpa persetujuan Setyawati, yang berarti
pembebanan tersebut tidak memenuhi syarat sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya termasuk syarat subyektif. Apabila suatu perjanjian
dibuat tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat
dimintakan pembatalan pada pengadilan.'? Oleh karena dapat dibatalkan,

maka batal atau tidaknya suatu pembebanan hak atas tanah beserta

2Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 15.
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bangunan sebagai agunan tersebut adalah tergantung pada putusan
Pengadilan.

Hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya merupakan
harta kekayaan perkawinan, di mana perkawinan tersebut putus karena
perceraian. Dengan adanya perceraian tersebut, maka jika terjadi suatu
permasalahan mengenai harta kekayaan perkawinan, maka penyelesaiannya
tergantung pada hukum masing-masing sebagaimana pasal 37 UU No. 1
Tahun 1974 jo pasal 88 KHI. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan
bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing”. Sedangkan pasal 88 KHI menentukan
bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihén itu diajukan kepada pengadilan Agama”.
Mengenai hukum masing-masing yang mengatur mengenai pemisahan harta
perkawinan tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Untuk itu
digunakan aturan-aturan yang bersifat umum yang mengatur masalah harta
bersama setelah perkawinan berakhir karena perceraian, dalam hal ini KHI.
Di dalam pasal 97 KHI menentukan bahwa “janda atau duda cerai hidup
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini berarti bahwa selama

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta benda yang
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diperoleh selama perkawinan jika perkawinannya berakhir dibagi menjadi
dua bagian yaitu masing-masing setengah bagian.

Memperhatikan pembahasan sebagaimana di atas dapat dijelaskan
bahwa upaya yang dilakukan oleh Setyawati atas harta kekayaan
perkawinan berupa tanah beserta bangunan yang digunakan sebagai agunan
Burhanuddin mantan suaminya tanpa terlebih dahulu meminta
persetujuannya yaitu mengajukan permohonan pembatalan pembebanan
tanah beserta bangunan yang digunakan sebagai jaminan kredit bank.
Permohonan pembatalan disertai alasan bahwa perjanjian pembebanan hak
tanggungan tersebut dibuat tidak memenuhi syarat sepakat mereka yang
membuat suatu perikatan. Atau langkah lain yang dapat ditempuh yaitu
mengajukan permasalahan Iﬁengenai harta kekayaan perkawinan yang
belum dibagi karena adanya suatu perceraian. Sebagai suatu harta kekayaan
perkawinan jika perkawinannya putus karena perceraian, maka harta
bersama tersebut akan dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 88 KHI. Jika berpedoman
pada ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. Hal ini berarti bahwa selama tidak ditentukan

lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama
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perkawinan jika perkawinannya berakhir dibagi menjadi dua bagian yaitu
masing-masing setengah bagian, yang berarti Setyawati mempunyai hak atas
setengah bagian hak atas tanah beserta bangunan yang dijadikan sebagai

agunan kredit pada bank oleh Burhanuddin mantan suaminya.
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BABIV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi mengenai penggunaan
harta kekayaan perkawinan yang digunakan sebagai agunan kredit tanpa
persetujuan kedua belah pihak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Suami bertanggung jawab terhadap istri untuk memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan terhadap harta bersama,
istri memp@yai hak untuk diminta persetujuannya jika suatu akan
melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan
tersebut. Suami yang membebani harta kekayaan perkawinan sebagai
jaminan kredit tanpa meminta persetujuan istrinya, berarti suami telah
melakukan perbuatan melanggar hak istri atas harta kekayaan
perkawinan.

b. Pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta bangunan yang berdiri
di atasnya sebagai harta kekayaan perkawinan tanpa meminta
persetujuan istrinya, berarti pembebanan tersebut cacat hukum, karena
dibuat tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian dalam hal ini

“sepakat mereka yang membuat suatu perikatan” sebagaimana diatur
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dalam pasal 1320 angka 1 B.W. Sehingga upaya yang ditempuh oleh istri
adalah mengajukan permohonan pembatalan akta pembebanan hak
tanggungan atau mengajukan gugatan pada suami ke Pengadilan negeri

untuk dilakukan pembagian harta perkawinan.

2. Saran

a. Hendaknya bank sebelum mengikat barang sebagai agunan,
menanyakan lebih dahulu mengenai asal usul tanah yang hendak
dibebani hak tanggungan agar tidak menimbulkan suatu
permasalahan, meskipun kesalahan tidak mutlak dibebankan kepada
bank, melainkan juga kepada yang memberikan hak tanggungan.

b. Hendaknya istri menyelesaikan masalah ini secara intern dengan
mantan suaminya dan jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak
membawa hasil, langkah berikutnya mengajukan pada Pengadilan

Negeri.
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